PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAN
Jalan Kolonel Samsul Bahrun Padang Kempas. Telp/Fax, 0739-61200
BINTUMHAN

NOTA DINAS
Yth - Bupati Kaur melalui Sekretaris daerah Kabupaten Kaur
Dan - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tembusan
Tanggal : 27 {<é rver  Jvig
Nomor : 5"/”’/#/*40 /3014
Sifat . Penting
Lampiran © 1 (satu) buah Peraturan Bupati
Hal . Usul Penandatanganan Perbup Harga Satuan Pokok kegiatan

Pemerintah Kab Kaur TA 2025

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayah (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Harga Satuan Pokok Kegiatan.

Maka dengan ini, disampaikan kepada Bapak Peraturan
Bupati Kaur tentang Harga Pokok Kegiatan Pemerintah
kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, mohon petunjuk
dan apabila Bapak sependapat mohon kiranya Peraturan Bupati

terlampir dapat ditanda tangani.
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PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan,

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan yang bersifat fisik dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien, dan hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan harga

satuannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan

Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011) Nomor 28,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia  Nomor
5234) sebagaimana telah diubah Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
‘ Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

q Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6523);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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/ 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
/ Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
/ Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

/ Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63):
9 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
c Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  TAHUN
ANGGARAN 2025.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur

2. Bupati adalah Bupati Kaur

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.
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Rencana Kerja Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai
penyusunan APBD,

Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang,

dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencanaan
daerah, pejabat pengelola keuangan daerah dan pejabat lainnya sesuali
kebutuhan.

7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga

barang per unit yang ditetapkan berdasarkan pembakuannya dalam satu

periode tertentu.

. BAB 11

HARGA SATUN POKOK KEGIATAN

Pasal 2

(1) HSPK berlaku bagi seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah dalam penganggaran kegiatan yang bersifat fisik, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(2) HSPK merupakan salah satu pedoman dalam penyusunan RKA-OPD dalam

Penyusunan dan Pelaksanaan APBD.
Pasal 3

Fungsi HSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

a. merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik melalui analisis yang di
standarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan
standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen
penyusunannya.

b. merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RKA-OPD dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

c. merupakan Standar HSPK tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak
pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh
harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.
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merupakan standar biaya yang Dberfungsi sebagai batas tertinggi
dalam penyusunan anggaran vang dalam pelaksanaannya mengacu pada
kondisi nyata di lapangan.

merupakan standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya vang
digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan Pemerintah Daerah.

untuk menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan dan merupakan

perhitungan satuan pokok pekerjaan

merupakan salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga
Perkiraan Sendiri, dan
h. merupakan salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon

penyedia barang/jasa.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

. Pasal 4

(1) Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,
dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total
belanja dan alokasi rincian obyek belanja kegiatan berdasarkan hasil
pembahasan oleh TAPD.

(2) Dalam hal bahan, upah, alat atau satuan pekerjaan telah terdaftar dalam E-
Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik nasional
maupun daerah maka harga yang dipakai adalah harga sebagaimana
tercantum pada E-Katalog sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannyva dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
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Diundangkan di Bintuhan

Pada tanggal 26 Apmt 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR

ERSAN BYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2024 NOMOR : 1228
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